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WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA KOTA PALU

NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Menimbang

BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

bahwa untuk mendapatkan Dewan Pengawas
dan Komisaris yang lebih kompeten dan
berpengalaman, meningkatkan fungsi
pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas
dan Dewan Komisaris, dan menciptakan tata
kelola yang baik dalam pengusulan Dewan
Pengawas dan Komisaris sesuai dengan
kebutuhan saat ini, perlu ditetapkan tata cara
pengangkatan dan Pemberhentian anggota dewan
pengawas dan anggota komisaris;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan
Usaha Milik Daerah;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Megara
Repusblik Indonesia Tahun 1943,

Undang-Undang Memor 4 Tahun 1994 tentang
Petmbentukan Wotamadya Daerzh Tinghkat [ Faliu
{Lemnbarun  Negara Republik Indonesia Tahun
1694 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Repuhlik indonesia Nomer 3235);

Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  [Lembaran  Mepata
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia  Nomor
5587) sebapaimana telah diubah terakiur dengan
Undung-Undang Momor 9 ‘lahun 2015 fentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 {entang Pemerintahan Dacrah,
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor o67TY):

Feraturan Pemerintah Womor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah [Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
305, Tambatan Lembaran  Negara Fepublik
Indonesia Notmor 6175,

Peraturan Menteri Dafam Negeri Numor 37 Tahun
3018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Dewan Pengawas atau Anggots Komisans
dan Anppola Direksi Badan Usaha Milik Daerah
[Berita Megara Republik Indonesa Tahun 2018
Noroor TOO),



MEMUTIUSKAN:

Menetapkan . PRRATURAM WALl KOTA TENTANG TATA CARA

PENCGANGKATAN NDAN PEMBERHENTIAN ANGGUTA
DEWAN FENGAWAS DAN ANGGOTA KOMISARIS
PANAMN TIRAITA MILIK DAERAH.

BAB 1
KETENTU AN UMUM

Pasgal 1

Dalam Peraturan Wali Kota im yang dimaksad dengan:

Badan Uaaha Milik Dacrah yang selanjutnye disingkat BUMD adalah
badan usaha vang seluruh alau sebagian besar modalnga dimiliki
oleh Pemenntah kota Palu.

Perugahaan Umum Daerah yang sclanmuthya disebut Perumda
adalah Badan Usaha Millk Daerabh yvang selurul modatnya diriliki
cleh Daerah dan tidak terbag atas saham.

Ferusahaan Perseroan Dacrah yvang sclapjuinva disebut Persceroda
adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan
terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau
paling scdikat 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimihki ocleh
sty Daerab,

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya .disingkat RUP3
adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah vang metpiinyad
wewenang vang tidak diberikan kepada Direlkai dan Dewan Komisaris
dalam  batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tenlang
Ferseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dagar.

Dhewan Pengawas, Dewan Komisaris adalah organ Badan Usaha Milik
Derah  vang bertugas melaltukan pengawasan  secara umum
tlanatay  khusus sezuai dengan anggaran dasar serta memberi
nawihat kepada Direksi.

[hreksl adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertangpung
jaowalb atas pengurusan  Badan Ussha Milik [Draerah  untuk
kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili
Radan UUsaha Milik Daerah baik 41 dalam maupun di fuar pengadilan

sesnatl dengan ketentuan anggaran dasar.
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i Kelavakan dan Kepatutan yang selanjuinya disingkat UKK adalah
proses  pengukuran dan  kelayakan kepatucan kompetensi yang
dilakukan oleh Badan yvang duapat dibantu olch  Lim, lembaga
profesional, narasumber, dan/atau pakar,

Bakal calon Anggota Dewat Pengawas, Komisaris Badan Usaha Mihik
Daesahy yang selanjutmya  disebut Bakal Calon adalah orang
porseorangan  yang mendaftar  menjadi calon Angpota  dewan
Pengawas/Dewatt  Komisaris Badatt Usaha Milik Daerah untuk
mengikuti proses Uji Kelayakan dan Kepatutan.

Calon Anggota Dewan Pengawas /Dewan komisans Badan Usaha
Milik Daerah vang selanjutnva discbut Calon adalah bakal calon
anggota Dewan Penpawas/Dewan Kpmisans Padan Usaha Milik
Daerah vang ielah lulus Uj Kelayakan dan kepatutan.

Daerah adalah Daerah Kota Palu.

Pamerintah Daerah adalah  Wali Kota Palu  sebagai  wnsur
penvelengpara Pemerintahan Daerah yang rnermmimpin pelaksanaan
Urusat Pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah otonom.
Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

Qekretarizs Dasrah adalah Sekretariz Daerah Kata Palu.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kola Paiu dan
Dewan Perwakilan Rakyat Diaerah dalam penyelengaraan lUrusan
Pemerintahan yane menjadi kewenangan [racrah.

Nagian adalah Bagian pada Sekterariat Daérah kota Palu yang
mempunyai tigas dan fungsi di hidang perckonomian.

Kepala Bagan adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota
Palu vang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perekonomiarn,

Pazal 2

Peraturan Wali Kota imi dimaksudkan untule mewujudkan sistern dan

proses yang akuntabel, cepart. efisien dan dapat dipertanggungjawabkan

untuk memperolek Amggota Dewan Pengawas/Komisars yang andal,

profesioanal, berintegrasi, berdedikasi, dan mewakili kempetensi dalam

melaliukan pengawasgan terhadap pengurizan perusahaan sesuai derngan

Tujuan pendinannya.



Fasal 3
Tujuan FPeraturan Weli Kota ini adalah sebagat pedoman delam
pengangkatan dan pemaberhentian Anggota Dewan Pengawas/Komearis
BUME vang akuntabel, cepat, elisien dan dapat dipertanggungjawabkar,

Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputs;
persyaratan calon;
tata carg seleksi calon;
tata cara penpangkatan Dewsn Pengawas/Komisaris BUMD, dan

a & T @

tata cara pemberbentian Dewan Pengawas/ Komisaris BLUMD.

3AR 1
PERESTARATAN CALON

Fazal >

Calrn adalah perorangan vang herasal dan:

a. Dewan Tengawas/Dewan HKomisans BUMD bersangkutan/BUMD
lain;

b, Direksi BUMD ber=sangkutan /BUMLD lain;

c. Vegawal lembaga/instansi pemernntah scsua dengan ketentuan
perundang-undangan; dan/atau

d. Orang persecrangan di luar sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sampai kuruf ¢ sepanjang memetiuhi persyaratan vang diatur dalam

Peratiuran Wali Kora ini dan peraturan perundang-undangan lainmya.

Pazal f
{1] |'ersyaratan bakal Calon terdirt dari
a.  perayaratan formal;
b, persyaratan mareril; den
o, persyarafan laim.
{2] IDPersyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sebagai bertkout:

a.  sehal jasman dan rohant serta bebas narkoba;



b.

.
1.

berusia paling rendesh 40 |[empat puiuh) tahun dan paling
tinggi 60 |enam puluh| tahun pada saat divsulkan atau
mendaftar pertama kali;

berijazal paling rendah Strata 1 {3-1) atal sctingkar,
menyediakan  wakty  yang cukup  untuk  melaksanakan
{Lgannya;

mengajukan permohonan kepada Wah Kota; dan

merrmkut UKK.

{2] Pemyamlan malerl sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hurul b

gdalah sehagat hembkat:

a.

d,

mernilikl pengetahuan dan keahlian vang memadai di idang

ugahs danfatau bidung lainnoya yang terkail dengan BUMD vang

bersanpgkutan dibuktikan dengan daftar nwayat hdup dan
dokumen pendukung lainnva;

roemiliki  mmtesntas,  kejujuran,  pwa kepetnimpatian dan

kompetenst vang tercermmin darn pengalaman selama ini;

memiliki motivase serta  berdedikast vang bngg untuk
menirjukan dan mengembanghkan BUMLY;

memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

mermahaml manajemen BUMD yvang berkaitan dengan salah

saty funp=i manajemen;

cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5

[lma) tahun sebelum pengangkatannva pernah:

1. menjadi Direksi, dewan Komisaris arail Newan Prnpawas
yang dinyatakan bersalah menyvebabkan suatu BUMD
damn/atan Perseroan dinyatakan pailit; dan

2.  dihukum karena melakukan tindak pidans yang merugikan
keuangan negara/dacrah, BUMD, Perseroan dan/atau vang
berkaitan dengan sektor keusangan.

(4} Persyaratan lain sehagaimuana dimaksud pada avat (5 hurof o
sebagai berikut:

.

tidak sedang menjali:

1. angpgota partal politik;

2. penguerus partai politik;

3. calon kepala dacrah wakil kepata daerah;
4, kepala daerah/ wakil kepala daerah;



[=]

(1]
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(3]

{1]

5. calon angegota legislatil dan fatau
B. antggota legislarif

b, bukan pejabat negara yang dilarang herdasarkan peraturan
perundang-undangan;

. tidek sedang menjabat schagai Dewan Komisaos pericde ke 2
l[dua)l pada BUMD yang bersangkutan;

d.  bersedia menpundurkan did dari jabatannya sebagai Direlosi
pada BUMD, BUMN, dan/atau Badan Ussha Milik Swasta
apabila diungkat sebagal Dewan Pengawas/Komisars paida
BUMD yang bersangkitan;

B bersedia mengurdlurkan dif dart jabatan lain yang dapat
menimbulkan kenflik kepentingan apabila diangkat sebagai
Dewan FPengawas/ Komisaris pada BUMD Fang
bersangkotarn:atany

. bakal calon yang berstatus Aparatur Sipul Megara menyarakan
bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan  terkadt
Aparatur Sipil Negare,

Persvaratan Iain sebagajmana dimaksud pada avel [4) dibuktikan

dengan surat pemyalean bermaterai cukup dari Bakal Calon.

BAR Il
TATA CARA SELEKS| CALON

Faaal 7
Bagian melakukan proses seleksi adminstrasi Bakal Calon sesyuai
dengan ketentuan peraturan periindang-undangan.
Seleksi administras) sebagaimana dimaksud pada avat (1] adalah
proses venfikasi terhadap kelengkapan persyaralan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6.
Hakal Calon vang akan ditetapkan menjadi Calon adalgh yang

dinyatakan memenuhi perayaratan tortmal, matenl] dan persyaratan
lain.,

Pasnl 8§
Bakal Calon wajib mengikuti dan lutus UKK yang mekanisme dan
tata cara pelaksanaan ditentukan oleh Bagian.




(2] Pelalssanaan UKK sekurang-kurangnva berupa paparan mengenai
rencana kerjn dan wawinesrs,

{3} Dalam pelaksanaan UKE, Badan dapat membentuk tirn dan/atau
thbantu cleh iembags profegional /narasumber fpakar.

(4] Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3] ditetapkan <Jengan
Keputusan Wali Kota,

Fazal 9
Bakal Calon vanp mengundurkan din setelah dinvatakan lulus UKK
diwajibkan menandatangani surat permyataan pengunduran dirvi dan yang
bersangkutan tidak dapat mengikuti acleksi sejenisfdianghkat sehagal
Angaota Dewan Penpgawas/Komizans BUMD dalam waktu 2 [dus) tehun

terhitung setelah menandatangani surat perny:atasn

Fasal 10
Biaya penyelengaraan UKK Bakal Calon dibebankan pada Anggaran
I'endapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran BUMD.

BAB 1V
TATA CARA PENGANGEATAN DEWAN PENGAWAS / DEWAN KUMIBAKLS

Fasal 11
(1) Sebelum diangkat menjadi Dewan Pengawas/Komisaris, Calon wajib
menandatangani dokumen yang terdini dard:
A. pakta integritas;
b.  kantrak kinerja,
€.  surat pernyataan melaksanakan tugas kecuali ditentukan lain
dalam anggaran dasar; dan
d. Surat permmyataan lainnya yang dianggap penting sesuai
kebutuhan dan sesuar ketentuan peraturan  perundang-
undangan.
(2] Bakal Calon untuk perusahaan pada sektor perbankan, asuransi
atau sektor tertentu laintiva wajib memenu ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang sektor dimakcaud.



{3]

(1]

(<)

3]

111

(2]

Badan dan/fatan tim seleks melakuken evaloas stas doekumen
sebagaimena dimaksud pada ayat [1 dar ayat (2] secara perjodik
antau sewaknt-wakiu bila diperlukan.

Pazeal 132
Angegota Dewan Pengawas padse Perumda diangkat dengan
Kepuiusan Wali Kota
Pengangkatan Anggota Dewan Komisars pada Persersda dan
Ferusahaan Patungan ditetapkan dengan keputusan RUPS sesuai
clengan peraturan perundang-undangan.
Keputusan Wali Kota sehagnimana dimaksud pada ayat {1) diproses
oleh Bagian.

Pasal 13
Froses seleksi pengangkatan dan proses pemberhentan Anggots
Komisans pada anak perusahasn BUMD dilakukan vleh BUMD vang
bersangkutan.
Anppota Komisaris pada anak perusahaan BUMD diangkat setelah
mendapatkan persetujuan Wal Kota.

BaB v

TATA CARA PEMBEEHENTIAN DEWAN FENGAWAS /DEWAN KOMISARIS

(1)

(2]

Pasgl 14
Jabatan Anggeta Dewan Pengawas/Homisariz  berskhir apahbila
Angpota Dewan Pengawas /! Dewan Komisans:
a.  meninggal dunia;
b masa jabatan berakhir, danfatau
r.  diberhentikan sewaltu-waltu.
Tala cara pemberhentian Anggota Dewan  Pongawas/ Kormisers
zebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul ¢ sesuai ketentuan
peraliiran perundang-undangar,

BAE V1
KETENTUAN LAIN-LAIN



Pasal 15
11 Karvawan LGBUMD vanpg diangkat memadi Anggota  Dewan
Pengawas/Komisaris waib pensiun sebaga karyawan BUMD dengan
pangkat lerlinggi terhitune sejak wvaop bersangkutan diangkat
menjadl Anggota Dewnn Pengawas/ Komisaris.
{2] Bag karyawan vang pensiun sebagaimuansa dimaksod pada ayat (1),
diberikan bhak pényiun  sesusi dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

FPasal 16
Proses dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Bagian bersifat mhasia

dan hanya dipergunakan dalam rangke pembinasn dan pengembangan
BUMD.

Fasal 17
Froses administras scleksi pengangkatan dan pemberhentian Angrola

Devaan Pengawas/ Kemisans dapat menggunakan teknolog inforrasi,

fasal T5
Peraturan Wali Koda ini dikecualikan untuk anpggota Dewan Komisans
yvane mewakili pemepang saham lain pada Perseroda.

Fasal 1%
Peraturan Wali Kety ini mutatis mutandis berlaku tethadap Calon vang
s¢bagian kecil sahamnya dimiliki nleh Pemerintah Daerah, khusaa uptuk
calon yang mewakiti pemicgang saham Permerintah Daerah,

Pasal 20
Terhadap BUMD sekior tertentuy sepanjang tidak diatur secara khusus
dalam peraturan perundeng-undangan vang berlaku di selitar tersebut
makea weleksi rerhadap Calon tetap mengacy pads Peraturan Wall Kola

L1y



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannva dalam Berita Daerah
Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2022
WALI KOTA PALL,

tid

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 38




